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KATA PENGANTAR  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA 

 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 

Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 

merupakan kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu 

Utara sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ 

dan ILPPD, serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pemerintahan 

Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 

120.04/7303/OTDA tanggal 26 Desember 2012. 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2019 Dinas 

Pendidikan Kabupaten Luwu Utara disusun dengan materi yang terdiri atas 

Penyelenggaraan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan 

serta dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek Tataran Pengambil 

Kebijakan, Pelaksana Kebijakan dan Aspek tingkat capaian kinerja Penyelenggaraan 

Urusan Wajib dan Pilihan.  

Dengan tersusunnya LPPD Dinas Pendidikan ini, maka tersedia bahan evaluasi 

terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bidang Pendidikan, sehingga 

kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas Penyelenggaraan 

Pendidikan secara lebih efektif dan efisien.  

 
Masamba, 17 Februari 2020 
Kepala Dinas, 

 
 
 

Drs. JASRUM, M.Si 
Pangkat : Pembina Utama Muda 
NIP. : 19631231 199703 1 023 
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BAB I 

PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI 

 

A. Program, Kegiatan Dan Alokasi Anggaran 

  
Dinas Pendidikan merupakan instansi pemerintah yang bertugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada bidang Pendidikan. Dinas 

Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dalam pembentukannya telah mengalami 

beberapa kali perubahan nama. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dapat bekerja secara 

optimal. Adapun perubahan nama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dapat 

dilihat pada urairan berikut ini: 

1. Total Anggaran 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya di tahun 2019, Total 

Belanja Dinas Pendidikan yang ditetapkan adalah Rp. 282.120.349.100 dengan total 

realisasi belanja Dinas Pendidikan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 264.984.066.822,- 

atau sebesar 93.93%. Dari total anggaran tersebut dapat dirinci Belanja Tidak 

Langsung sebesar Rp. 221.797.603.000,- dengan Realisasi belanja Rp. 

221.675.038.196,- atau sebesar 99.94%. Selanjutnya Total Belanja Langsung sebesar 

Rp. 60.322.746.100,- dengan Realisasi belanja Rp. 43.309.028.626,- atau 71.80%. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2019 
Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, 2019 
 

 

2. Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD 

Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD dihitung dengan 

membandingkan besaran total alokasi anggaran Dinas Pendidikan dibagi total belanja 

APBD Kabupaten Luwu Utara dikali 100%.  

Tabel 2. Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD 
Sumber : Data diolah, 2019 

 

 

3. Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD 

Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD dihitung 

dengan membandingkan besaran total realisasi anggaran Dinas Pendidikan dibagi 

total realisasi belanja APBD Kabupaten Luwu Utara dikali 100%. 
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Tabel 3. Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD 
Sumber : Data diolah, 2019 
 

 

 

4. Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah 

Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah dihitung dengan 

membandingkan total realisasi Belanja Langsung Dinas Pendidikan dibagi dengan 

realisasi total keseluruhan anggaran belanja pada Dinas Pendidikan dikali 100%. 

 
Tabel 4.  Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah 
Sumber : Data diolah, 2019 

 

5. Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah 

Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah dihitung dengan 

membandingkan total realisasi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan dibagi 

dengan realisasi total keseluruhan anggaran belanja Dinas Pendidikan dikali 100%. 
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Tabel 5.  Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah 
Sumber : Data diolah, 2019 

 

 

6. Alokasi Dan Realisasi Belanja Modal  

Tabel 6.  Laporan Realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan Tahun 2019 
Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, 2019 

 

 

7. Alokasi dan Realisasi Anggaran per-Program 

Tabel 7.  Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Program Tahun 2019 
Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, 2019 

 

 



NO URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN
PERSENTASE 

REALISASI
A Belanja Tidak Langsung 221.797.603.000,00 221.675.038.196,00 122.564.804,00                  99,94 
B Belanja Langsung 60.322.746.100,00 43.309.028.626,00 17.013.717.474,00                  71,80 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.335.400.000,00 1.333.519.479,00 1.880.521,00                  99,86 
1 Penyediaan jasa surat menyurat 9.500.000,00 9.489.000,00 11.000,00                   99,88 
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 43.200.000,00 43.185.000,00 15.000,00                   99,97 
3 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor
8.500.000,00 7.499.500,00 1.000.500,00                   88,23 

4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan

14.400.000,00 14.320.000,00 80.000,00                   99,44 

5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 409.000.000,00 408.595.979,00 404.021,00                   99,90 
6 Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, 

Ketatusahaan dan Aset Daerah
850.800.000,00 850.430.000,00 370.000,00                   99,96 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 425.217.500,00 406.056.800,00 19.160.700,00                  95,49 
7 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 211.000.000,00 209.600.000,00 1.400.000,00                   99,34 
8 Pengadaan peralatan gedung kantor 107.550.000,00 101.976.800,00 5.573.200,00                   94,82 
9 Pengadaan mebeleur 8.450.000,00 8.360.000,00 90.000,00                   98,93 

10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 20.185.000,00 4.815.000,00                   80,74 
11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 33.850.000,00 26.567.500,00 7.282.500,00                   78,49 

12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00                100,00 
13 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.167.500,00 2.167.500,00 0,00                100,00 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 306.750.000,00 267.169.850,00 39.580.150,00                  87,10 

14 Pendidikan dan pelatihan formal 182.000.000,00 156.353.000,00 25.647.000,00                   85,91 
15 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 19.800.000,00 18.800.000,00 1.000.000,00                   94,95 
16 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan
104.950.000,00 92.016.850,00 12.933.150,00                   87,68 

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 
capaian kinerja dan keuangan

122.285.766,00 122.138.710,00 147.056,00                  99,88 

17 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD

41.400.000,00 41.400.000,00 0,00                100,00 

18 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 80.885.766,00 80.738.710,00 147.056,00                   99,82 
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.885.752.550,00 1.874.484.620,00 11.267.930,00                  99,40 

19 Penambahan ruang kelas sekolah 764.713.000,00 764.647.200,00 65.800,00                   99,99 
20 pembangunan sarana dan Prasarana bermain 0,00 0,00 0,00                           - 
21 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 4.000.000,00 3.985.000,00 15.000,00                   99,63 

22 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 0,00 0,00 0,00                           - 
23 Pengadaan mebeluer sekolah 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00                100,00 
24 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 241.873.000,00 241.805.000,00 68.000,00                   99,97 
25 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 78.750.000,00 77.787.500,00 962.500,00                   98,78 
26 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 415.800.000,00 406.975.950,00 8.824.050,00                   97,88 
27 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia 

Dini
86.416.550,00 85.800.000,00 616.550,00                   99,29 

28 Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini 23.000.000,00 22.678.000,00 322.000,00                   98,60 
29 Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak 

Usia Dini
24.300.000,00 24.282.000,00 18.000,00                   99,93 

30 Pengadaan Sarana dan Prasarana  Sekolah Swasta 102.400.000,00 102.037.970,00 362.030,00                   99,65 
31 Pengendalian dan pengawasan pengunaan dana 

dekonsentrasi dan dana pembantuan jenjang PAUD-DIKMAS
54.500.000,00 54.486.000,00 14.000,00                   99,97 

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 50.563.186.384,00 33.858.115.117,00 16.705.071.267,00                  66,96 

32 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 
sekolah

9.989.000,00 9.989.000,00 0,00                100,00 

33 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 7.486.600,00 7.486.600,00 0,00                100,00 

34 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 9.980.180,00 9.980.180,00 0,00                100,00 
35 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dasar 6.954.300.000,00 6.953.808.700,00 491.300,00                   99,99 

LAPORAN REALIASI ANGGARAN
PER-PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019



NO URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN
PERSENTASE 

REALISASI
36 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah dasar 101.100.000,00 100.850.000,00 250.000,00                   99,75 
37 Pembangunan ruang ibadah 2.493.320,00 2.493.320,00 0,00                100,00 
38 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang 

SD/MI/SDLB  Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD
3.379.392.000,00 3.372.192.000,00 7.200.000,00                   99,79 

39 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan 
penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan 
Pendidikan Dasar

192.000.000,00 190.155.613,00 1.844.387,00                   99,04 

40 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa sekolah 
dasar

148.400.000,00 137.321.000,00 11.079.000,00                   92,53 

41 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 69.256.000,00 69.239.800,00 16.200,00                   99,98 
42 Pelaksanaan UAN/UAS jenjang Sekolah Dasar 482.950.000,00 477.582.000,00 5.368.000,00                   98,89 
43 Pengendalian dan pengawasan pengunaan dana 

Dekonsentrasi dan dana pembantuan jenjang Sekolah Dasar
106.644.000,00 106.616.000,00 28.000,00                   99,97 

44 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 
Sekolah Menegah Pertama

609.620.000,00 609.250.000,00 370.000,00                   99,94 

45 Penambahan ruang kelas Sekolah Menegah Pertama 2.051.480.000,00 1.995.421.100,00 56.058.900,00                   97,27 
46 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 127.259.634,00 122.517.869,00 4.741.765,00                   96,27 
47 Pembangunan pepustakaan  Sekolah Menegah Pertama 456.900.000,00 456.700.000,00 200.000,00                   99,96 

48 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary  Sekolah 
Menegah Pertama

902.700.000,00 897.595.000,00 5.105.000,00                   99,43 

49 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa  Sekolah Menegah 
Pertama

547.050.000,00 532.050.000,00 15.000.000,00                   97,26 

50 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa  Sekolah Menegah 
Pertama

4.809.150.000,00 4.803.828.000,00 5.322.000,00                   99,89 

51 Pengadaan mebeluer Sekolah Menegah Pertama 580.200.000,00 578.060.000,00 2.140.000,00                   99,63 
52 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas  Sekolah Menegah 

Pertama
2.434.250.000,00 2.411.800.000,00 22.450.000,00                   99,08 

53 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru  Sekolah Menegah 
Pertama

1.248.350.000,00 1.247.345.000,00 1.005.000,00                   99,92 

54 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum  
Sekolah Menegah Pertama

708.850.000,00 708.050.000,00 800.000,00                   99,89 

55 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan  Sekolah Menegah 
Pertama

583.350.000,00 581.880.000,00 1.470.000,00                   99,75 

56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary  
Sekolah Menegah Pertama

553.150.000,00 552.600.000,00 550.000,00                   99,90 

57 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang 
SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan 
Non-Islam Setara SMP

17.813.836.000,00 1.324.223.000,00 16.489.613.000,00                     7,43 

58 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan 
penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan 
Sekolah Menengah Pertama

101.250.000,00 101.180.000,00 70.000,00                   99,93 

59 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Sekolah 
Menengah Pertama

294.900.000,00 276.497.100,00 18.402.900,00                   93,76 

60 Penyelenggaraan akreditasi Sekolah Menengah Pertama 17.883.000,00 17.293.000,00 590.000,00                   96,70 

61 Pelaksanaan UAN/UAS jenjang SMP 256.561.000,00 249.266.000,00 7.295.000,00                   97,16 
62 Pengendalian dan pengawasan pengunaan dana 

Dekonsentrasi dan dana pembantuan jenjang Sekolah 
Menegah Pertama

103.967.000,00 102.471.500,00 1.495.500,00                   98,56 

63 Pengadaan mebeluer sekolah 246.515.650,00 246.515.335,00 315,00                100,00 
64 Pengadaan perlengkapan sekolah 367.891.000,00 367.891.000,00 0,00                100,00 
65 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta 150.000.000,00 142.050.000,00 7.950.000,00                   94,70 
66 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 

sekolah Dasar
1.680.632.000,00 1.680.617.000,00 15.000,00                100,00 

67 Penambahan ruang kelas sekolah dasar 457.400.000,00 457.300.000,00 100.000,00                   99,98 
68 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah dasar 437.850.000,00 415.326.000,00 22.524.000,00                   94,86 
69 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary sekolah dasar 1.105.200.000,00 1.089.810.000,00 15.390.000,00                   98,61 

70 Pengadaan mebeluer sekolah dasar 453.000.000,00 452.864.000,00 136.000,00                   99,97 
Program Pendidikan Non Formal 201.900.000,00 193.977.000,00 7.923.000,00                  96,08 

71 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 123.800.000,00 121.431.000,00 2.369.000,00                   98,09 



NO URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN
PERSENTASE 

REALISASI
72 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 36.000.000,00 30.531.000,00 5.469.000,00                   84,81 

73 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 42.100.000,00 42.015.000,00 85.000,00                   99,80 
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan

5.089.993.900,00 4.864.749.050,00 225.244.850,00                  95,57 

74 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 333.000.000,00 309.585.500,00 23.414.500,00                   92,97 
75 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan
173.273.000,00 173.273.000,00 0,00                100,00 

76 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik 
dan tenaga kependidikan

72.900.000,00 65.707.000,00 7.193.000,00                   90,13 

77 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan 
terhadap profesi pendidik

42.246.000,00 41.287.000,00 959.000,00                   97,73 

78 Pelatihan Kompetensi tenaga Pendidik PAUD 74.800.000,00 74.445.000,00 355.000,00                   99,53 
79 Pengembangan budaya literasi Jenjang PAUD 0,00 0,00 0,00                           - 
80 Pengembangan budaya literas Jenjang SD 0,00 0,00 0,00                           - 
81 Pengembangan budaya literas Jenjang SMP 0,00 0,00 0,00                           - 
82 Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

Jenjang PAUD
68.725.000,00 46.700.000,00 22.025.000,00                   67,95 

83 Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 
Jenjang SD

137.450.000,00 105.484.750,00 31.965.250,00                   76,74 

84 Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 
Jenjang SMP

153.340.000,00 125.005.000,00 28.335.000,00                   81,52 

85 Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah / Penguatan Kepala 
Sekolah Dalam Jabatan

720.523.900,00 661.828.800,00 58.695.100,00                   91,85 

86 Diklat Penyiapan Calon Pengawas Sekolah / Penguatan 
Pengawas Sekolah Dalam Jabatan

17.500.000,00 17.442.800,00 57.200,00                   99,67 

87 Program sarjana mengajar 2.092.200.000,00 2.069.739.800,00 22.460.200,00                   98,93 
88 Pengelolaan bantuan bagi Guru Non PNS 1.010.250.000,00 1.004.580.000,00 5.670.000,00                   99,44 
89 Pengelolaan subsidi dan aneka tunjangan jenjang PAUD 39.000.000,00 36.654.000,00 2.346.000,00                   93,98 

90 Pengelolaan subsidi dan aneka tunjangan jenjang SD 83.100.000,00 77.106.400,00 5.993.600,00                   92,79 
91 Pengelolaan subsidi dan aneka tunjangan jenjang SMP 66.900.000,00 51.124.000,00 15.776.000,00                   76,42 

92 Lomba karya inovasi pembelajaran (NOBEL) 4.786.000,00 4.786.000,00 0,00                100,00 
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 392.260.000,00 388.818.000,00 3.442.000,00                  99,12 

93 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang 
pendidikan

72.500.000,00 71.566.000,00 934.000,00                   98,71 

94 Pembinaan Dewan Pendidikan 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00                100,00 
95 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 143.100.000,00 142.447.000,00 653.000,00                   99,54 

96 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 46.660.000,00 44.805.000,00 1.855.000,00                   96,02 

DINAS PENDIDIKAN 282.120.349.100,00 264.984.066.822,00 17.136.282.278,00                   93,93 
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B. Tingkat Pencapaian Program/ Output Kinerja/ Realisasi Program  

 
Pengukuran tingkat capaian program/otuput kinerja/realisasi program 

mengacu pada target dan realisasi capaian terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama 

(IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan, Dokumen Rencana 

Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Pendidikan serta Dokumen Casecading Dinas 

Pendidikan Tahun 2019. Gambaran tentang target dan realisasi capaian terhadap IKU 

dan IKK Dinas Pendidikan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut :  
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Tabel 8.  Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Sasaran 
Program pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun 2019 

Sumber : LAKIP Tahun 2019 Dinas Pendidikan, 2020 
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Tabel 9.  Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Pendidikan 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 

Sumber : LAKIP Tahun 2019 Dinas Pendidikan, 2020 
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C. Data Pegawai 

1. Jumlah Pegawai 

Sumber daya manusia (SDM) atau yang dikenal sebagai Aparatur Sipil Negara 

(ASN) merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang dalam keberhasilan suatu 

organisasi. SDM yang bermutu dan berkompeten mampu mendukung kinerja instansi 

agar dapat berjalan dengan baik. Jumlah ASN yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Luwu Utara sampai pada akhir tahun 2019 adalah sebanyak 51 orang 

Pegawai Negeri Sipil dan 40 orang Tenaga Honorer (Sukarela) 

Selain ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara, juga tercatat 

sejumlah Guru yang bertugas di seluruh satuan pendidikan pada masing-masing 

jenjang di Kabupaten Luwu Utara. Keadaan Guru Tahun 2019 pada masing-masing 

jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: 

Tabel 10.  Guru PAUD dan PNF menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019 
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Tabel 11.  Guru Sekolah Dasar (SD) menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian 
di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 12.  Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kecamatan dan Status 
Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019 
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2. Keadaan Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

Tabel 13.  Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut 
Kualifikasi Pendidikan Tahun 2019 

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020 

 

No. Uraian 
Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah 
SMP SMA D1 D2 D3 S1 S2 

1. PNS - 10 - - 1 34 6 51 

2. Non-PNS - 10 - - 3 27 - 40 

Jumlah - 20 - - 4 61 6 91 

 

3. Keadaan Pegawai berdasarkan Pangkat/ Golongan 

Tabel 14.  Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut 
Pangkat dan GolonganTahun 2019 

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020 

Jenjang 
Pendidikan 

Status Kepegawaian 

PNS 
Non 
PNS Golongan 

T
o

tal II.a II.b II.c II.d III.a III.b III.c III.d IV.a IV.b IV.c 

SMA 1 5 2 2               10 10 

D3     1                 1 3 

D4/S1         4 11 12 5 1 1   34 27 

S2 - - - - 1 - - 2 - 2 1 6 - 

JUMLAH 1 5 3 2 5 11 12 7 1 3 1 51 40 

 

4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 

No. Uraian Jumlah 

1. Pimpinan Tinggi Pratama 1 Orang 

2. Pejabat Administrator 4 Orang 

3. Pejabat Pengawas 15 Orang 

4. Pegawai Fungsional Umum (Staf) 31 Orang 

5. Pejabat Fungsional Pengawas 37 Orang 

6. Pejabat Fungsional Guru PAUD 37 Orang 

7. Pejabat Fungsional Guru SD 1.250 Orang 

8. Pejabat Fungsional Guru SMP 650 Orang 
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5. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan 

No. Uraian Jumlah 

1 Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan 14 Orang 

2 Pegawai Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan 7 Orang 

Total 21 Orang 

 

D. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan 

 

1. Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan 

Pada tahun 2019 terdapat 1 Kantor Dinas Pendidikan yang dilengkapi dengan 

Aula (Ruang Pertemuan) serta 11 Kantor Korwil (eks Kantor UPTD) yang tersebar di 

11 Kecamatan diseluruh Kabupaten Luwu Utara. Kondisi rusak sedang hingga rusak 

berat di beberapa kantor Korwil dikarenakan bangunan yang digunakan adalah 

bangunan tua/lama sehingga memerlukan rehabilitasi bangunan dan pengadaan 

sarana dan prasarana perkantoran. 

2. UPT Satuan Pendidikan 

Sampai dengan tahun 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara memiliki 

Unit Pelaksana Teknis dalan bentuk satuan pendidikan (sekolah) yang tersebar di 15 

Kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan 

daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal mencakup jenjang PAUD 

(terdiri dari TK/Kelompok Bermain/Penitipan Anak), jenjang SD/SDS, jenjang 

SMP/SMP dan jenjang DIKMAS yang meliputi PKBM dan Lembaga Kursus dan 

Pelatihan (LKP). Sebaran satuan pendidikan menurut kecamatan dan jenjang 

pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut: 
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Tabel 15.  Sebaran Satuan Pendidikan menurut Kecamatan dan Jenjang 
Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 

Sumber : Data diolah, 2019 

 
 
 

 

Gambar 1. Sebaran Satuan Pendidikan menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan 
di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 

Sumber : Data diolah, 2019 
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Tabel 16.  Jumlah Ruang Kelas dan Ruang Perpustakaan Jenjang SD menurut 
Kecamatan dan Kondisi Ruangan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019 

 
 

Tabel 17.  Jumlah Ruang Kelas dan Ruang Perpustakaan Jenjang SMP menurut 
Kecamatan dan Kondisi Ruangan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 

Sumber : Kemdikbud, diolah 2019 
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Tabel 18.  Jumlah Laboratorium Jenjang SMP Tahun 2019 
Sumber : Kemdikbud, diolah 2019 

 

 

Tabel 19.  Jumlah Toilet (Jamban) SD dan SMP Tahun 2019 
Sumber : Kemdikbud, diolah 2019 
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E. Permasalahan Dan Solusi Dalam Pelaksanaannya 

1. Permasalahan Pendidikan 

a. Penyebaran guru yang belum merata hampir di seluruh kecamatan yang ada 

di Kabupaten Luwu Utara, utamanya pada daerah terpencil seperti kecamatan 

Limbong, Seko dan Rampi dan beberapa daerah terpencil di kecamatan 

lainnya.  

b. Jumlah guru dan terbatasnya pengangkatan guru di daerah 3T. 

c. Rendahnya kompetensi guru (khusus Guru jenjang PAUD) 

d. Rendahnya kompensasi dan kurangnya fasilitas guru bagi mereka yang 

ditugaskan pada daerah terpencil. 

e. Rendahnya parisipasi penduduk usia sekolah jenjang PAUD yang disebabkan 

kurangnya sosialisasi program. Masyarakat berfikir untuk menyekolahkan 

anaknya di jenjang PAUD dikarenakan biaya dan akses sekolah PAUD yang 

masih terbatas. 

f. Pengaturan usia sekolah dan kebijakan penerimaan peserta didik baru 

2. Solusi dalam Pelaksanaan Pendidikan 

Berdasarkan simpulan diatas, maka secara umum Dinas Pendidikan 

Kabupaten Luwu Utara dapat merekomendasikan beberapa hal yang mendasar untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut: 

a. Menyusun kebijakan Penataan Guru secara proporsional melalui Perbup tentang 

Distribusi Guru Proporsional (DGP). 

b. Menyusun kebijakan pengangkatan guru melalui Program Sarjana Mengajar 

dengan tujuan menutupi kebutuhan guru khususnya di daerah 3T. 

c. Menyusun kebijakan pemberian bantuan kualifikasi khususnya bagi Guru Non 

PNS jenjang PAUD berupa bantuan biaya kuliah hingga menempuh kualiifikasi 

Pendidikan S1. 
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d. Menyusun kebijakan program wajib belajar PAUD, kebijakan Satu Desa Satu 

PAUD, serta melakukan sosialisasi program PAUD.  

e. Menyusun kebijakan dan perencanaan pendidikan secara umum dan secara 

khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) seperti pengaturan usia sekolah, 

penataan zonasi PPDB serta kebijakan wajib belajar hingga jenjang SMA/SMK. 

 

Secara keseluruhan, pentingnya melibatkan seluruh stakeholder pendidikan 

dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, membangun sistem 

pendidikan yang berkualitas dan pencapaian IPM di Kabupaten Luwu Utara, 

Peningkatan SDM kependidikan khususnya Guru, melalui peningkatan kualifikasi dan 

pelatihan untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar serta Pembinaan kelompok-

kelompok kerja guru kelas dan guru mata pelajaran, serta kelompok-kelompok kerja 

Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah dalam upaya meningkatkan kompetensi 

tenaga pendidik serta Mendukung program dan mengembangkan inovasi pendidikan 

secara berkelanjutan agar mampu mengakselerasi pencapaian IPM dibidang 

pendidikan.  
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BAB II 

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 

 

2.1 Mitra Yang Diajak Bekerjasama 

 

 

2.2 Dasar Hukum 

 

2.3 Bidang Kerjasama 

 

2.4 Nama Kegiatan  

 

2.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah 
dengan Pihak Program  

 

2.6 Sumber Dan Jumlah Anggaran  

 

2.7 Jangka Waktu Kerjasama  

 

2.8 Permasalahan Dan Solusi 
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BAB III 

PENUTUP 

 
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas 

Pendidikan Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 ini disusun. Capaian kinerja dari 

penyelenggaraan pendidikan di Luwu Utara merupakan hasil kerja keras dan 

komitmen seluruh aparat pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya. Semoga dapat 

bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu Utara. Amin. 

 
Masamba, 17 Februari 2020 
Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Luwu Utara, 

 
 
 

Drs. JASRUM, M.Si 
Pangkat : Pembina Utama Muda 
NIP. : 196312311997031023 
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